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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Peralihan hak atas tanah Kalakeran di Minahasa dapat dikatakan sah,
apabila tanah tersebut telah disepakati secara bersama-sama oleh para
pihak sebagai ahli waris dan/atau sebagai pemegang hak atas tanah
Kalakeran untuk diadakannya peralihan hak atau pemindahan hak.
Peralihan hak atas tanah ini tidak dikatakan sah, apabila salah satu atau
beberapa pihak, belum mendapat kesepakatan secara penuh dari para pihak
sebagai pemegang hak atas tanah Kalakeran yang sama. Peralihan hak atas
tanah dilakukan secara bertahap melalui mekanisme yang diberikan di
desa yaitu adanya kesepakatan para pemegang hak atas tanah untuk
dibagi-bagi yang kemudian akan dialinkan secara personal; selanjutnya
dilakukan pengukuran dan dimasukkan dalam register desa. Setelah syarat
materiil oleh para pihak sebagai penjual dan pembeli dilaksanakan,
selanjutnya dibuatkan AJB oleh PPAT sampai pada pendaftaran
pemindahan hak atas tanah dan pendaftaran tanah di BPN sebagaimana
tercantum dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.

2. Peralihan hak atas tanah disebabkan oleh beberapa faktor yang berujung
pada konflik antara warga dengan pemerintah desa, dan antar keluarga
sebagai pemegang hak atas tanah Kalakeran. Adapun hal yang

menimbulkan konflik seperti adanya kesalahan pengukuran wilayah
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pemilikan hak atas tanah oleh pihak desa yang telah dimasukkan ke dalam
register desa, yang mengakibatkan pemegang hak atas tanah menuntut
haknya di tanah tersebut untuk diberikan kepadanya, padahal terdapat
sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama
sejak dulu kala. Konflik yang lainnya ialah adanya ketidaksepakatan pihak
yang satu dengan yang lainnya untuk mengadakan peralihan hak atas tanah
tersebut. Akibat yang timbul adalah salah seorang pemegang hak atas
tanah tersebut tanpa sepengetahuan pihak pemegang hak atas tanah
lainnya, telah mengalihkan kepada pihak lain yang bukan merupakan
pemegang hak atas tanah Kalakeran. Sebagai penyelesaian konflik dari
masalah tersebut adalah melalui non litigasi.
B. Saran

1. Untuk masyarakat dan desa sebagai pemegang hak atas tanah Kalakeran,
untuk memperoleh jaminan kepastian hukum serta tetap menjaga prinsip
kebersamaan sebagai masyarakat komunal baik dalam hal tanah Kalakeran
keluarga maupun tanah Kalakeran masyarakat, maka masyarakat maupun
pemerintah sudah seharusnya mengadakan pendaftaran tanah terhadap
tanah komunal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Mengacu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan
hak Komunal Pasal 19 yaitu pendaftaran hak komunal atas tanah.

2. Untuk pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah provinsi,

diperlukan adanya peraturan yang lebih jelas lagi baik dari pemerintah
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daerah maupun desa, terkait perlindungan serta penyelesaian sengketa dan
konflik pertanahan yang menyangkut masyarakat, khususnya masyarakat
hukum adat Minahasa. Agar kedepannya mekanisme penyelesaian diluar
pengadilan lebih jelas lagi dilaksanakan oleh pemerintah untuk
menghindari penyelesaian dalam proses beracara di pengadilan yang
memakan waktu terlalu lama.

. Untuk Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara khususnya
untuk kantor-kantor pertanahan di Kabupaten/Kota di Minahasa dan
sekitarnya, diharapkan pihak BPN agar lebih aktif lagi dalam pendekatan
dengan masyarakat di daerah-daerah tersebut dan memberikan sosialisasi
kepada masyarakat terkait peraturan-peraturan yang dikeluarkan, agar
masyarakat kedepannya lebih mengenal, mengetahui dan memahami
tentang pertanahan, baik dalam hal pendaftaran, peralihan, pemilikan hak

atas tanah milik pribadi dan juga pemilikan hak atas tanah secara komunal.
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Lampiran 1
Peta Administrasi Kabupaten Minahasa
3 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA ® ‘
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Lampiran 2

Peta Administrasi Kecamatan Remboken

On Hill Treehoﬁse a

Sumber : Google Map — Kecamatan Remboken
(diakses tanggal 18 Desember 2016, pukul 13.00
WITA)

Desa Leleko Kecamatan Remboken

Sumber : Data Primer 2016



Peta Desa Sinuian Kecamatan Remboken
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Peta Desa Paslaten Kecamatan Remboken

Sumber

: Google Map — Desa Paslaten
(diakses tanggal 18 Desember 2016, pukul 13.10
WITA)
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Peta Desa Parepey Kecamatan Remboken

Sumber : Google Map — Kecamatan Remboken
(diakses tanggal 18 Desember 2016, pukul 13.20
WITA)
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Lampiran 3

Peta Kecamatan Kawangkoan

Sumber : Google Map — Kecamatan Kawangkoan
(diakses tanggal 18 Desember 2016, pukul 13.35
WITA)

Peta Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan

Sumber . Google Map — Kecamatan Remboken
(diakses tanggal 18 Desember 2016, pukul 14.01
WITA)



142

Lampiran 4

Tanah Kalakeran

Gambar 4.1 : Tanah Kalakeran Keluarga yang dikelola bersama-sama
di Desa Parepey

Sumber : Data Primer 2016

Gambar 4.2 : Tanah Kalakeran Keluarga yang dikelola pihak lain
Di desa Sinuian
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Gambar 4.3 : Pengelolaan Tanah Kalakeran desa
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